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1.1 Latar Belakang

Republik Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia,
sebagaimana tertuang dalam Deklarasi Juanda 1957, dan kemudian ditetapkan
dalam Undang-Undang Nomor 17 Konvensi Internasional tentang Hukum
Laut tahun 1985, dengan garis pantai sepanjang 81.000 km yang terdiri dari
17.508 pulau.! Akibatnya, Indonesia memiliki sumber daya laut dan pesisir
serta keanekaragaman hayati yang sangat besar. Indonesia juga memiliki
produksi perikanan dan tangkapan tertinggi kedua di dunia.?> Namun dalam
bentuk deforestasi mangrove, kerusakan terumbu karang, erosi, dan lain-lain,
kualitas biofisik sumber daya alam di kawasan ini dan di sepanjang pantai
telah menurun atau berkurang, dan kawasan pesisir menyusut. Kerusakan ini
harus diminimalisir dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan
berkelanjutan pada pengelolaan dan perlindungan ekosistem laut dan pesisir
Indonesia, terutama dengan komitmen global terhadap pembangunan
berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut terkait
pengelolaan dan perlindungan ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan
untuk memenuhi capaian tujuan SDGs poin 14 beserta kendala hukum yang

menghambatnya.

! Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah, “Kebijakan Pemerintah tentang Penataan
Ruang Wilayah”, makalah Seminar Nasional Penataan Pesisir dalam Perspektif Teknik Sipil
dan Arsitektur. Pontianak 27 Agustus 2003

2 Food and Agriculture Organization of the United Nations. The State of World Fisheries and
Aquaqulture. 2016



Sustainable Development Goals (SDGs) adalah sebuah kesepakatan
pembangunan baru melalui program-program yang mendorong perubahan
menuju pembangunan berkelanjutan  berdasarkan kesetaraan hak asasi
manusia dan kesetaraan pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan.
Karena kebijakan dan program ini berlaku secara universal dan komprehensif
di semua negara, maka negara-negara tersebut berperan dalam mencapai
tujuan dan sasaran SDGs. Program ini dilaksanakan dengan prinsip universal,
terpadu dan komprehensif untuk memastikan tidak ada yang tertinggal atau
“No one left behind ”. Prinsip ini menekankan pada peran serta seluruh aktor
pembangunan, baik itu pemerintah maupun non-pemerintah, seperti organisasi
masyarakat sipil (CSO), sektor swasta, dan akademisi. Program SDG terdiri
dari 17 tujuan dan 169 sub-tujuan untuk melanjutkan upaya dan hasil dari
Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) yang telah resmi berakhir pada
tahun 2015.

17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah mengenai pengentasan
kemiskinan, pengentasan kelaparan, pencapaian kesehatan yang baik,
penyediaan pendidikan yang berkualitas, pencapaian kesetaraan gender, akses
air bersih dan sanitasi, bersih dan terjangkau, pencapaian energi, pencapaian
pekerjaan yang layak, dan pencapaian ekonomi. pertumbuhan. Infrastruktur
dan inovasi industri, pengurangan ketimpangan, terwujudnya kota dan
masyarakat yang berkelanjutan, realisasi konsumsi dan produksi yang

bertanggung jawab, realisasi perlindungan iklim, perlindungan ekosistem laut,



perlindungan ekosistem darat, perdamaian, keadilan, kekuatan Terwujudnya
sistem dan pemeliharaan baru kemitraan untuk mencapai tujuan SDGs.

Salah satu tujuan SDGs adalah konservasi serta pemanfaatan laut dan
sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan,
sebagaimana tercantum dalam Tujuan 14 SDGs. Kebijakan Pengelolaan
Ekosistem Laut Pemerintah ditetapkan dalam RPJMD 2017-2022 sehubungan
dengan pembangunan ekonomi kelautan dan kelautan.

Sebagai provinsi yang 96% wilayahnya berupa lautan, Provinsi Kepulauan
Riau memiliki potensi kelautan dan perikanan yang besar. Luas perairan
Provinsi Kepulauan Riau adalah 417.012,92 km? dengan garis pantai
sepanjang 2.367,6 km. sedangkan luas daratan provinsi Kepulauan Riau
hanya 8.201,72 km?. Potensi perikanan Provinsi Kepulauan Riau meliputi
berbagai hasil perairan, wisata bahari dan pesisir, ekosistem mangrove,
terumbu karang, alga dan berbagai jenis biota laut lainnya.

Sebagai provinsi yang didominasi oleh lautan, potensi kelautan dan
perikanan di perairan provinsi di kepulauan Riau ini sangat penting. Potensi
terbesar adalah sector perikanan tangkap dengan produksi yang terus
meningkat dari 208.756 ton pada tahun 2011 menjadi 375.441,66 ton pada
tahun 2015. Namun, pada tahun 2016, sesuai dengan kebijakan pemerintah
pusat yang mencabut izin beberapa alat tangkap utama yang digunakan
digunakan oleh nelayan di Kepulauan Riau, hasil perikanan tangkap menurun

sebesar 19,18% menjadi 303.411,28 ton.



Di Provinsi Kepulauan Riau sendiri, telah ditetapkan Peraturan Gubernur
Nomor 73 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan 2016-2021 dan mencakup 17 tujuan, 81 target
saja dan 166 indikator. Meski begitu, pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan tetap menjadi tantangan. Berdasarkan transkrip tersebut,
Provinsi Kepulauan Riau secara keseluruhan mendapat nilai 2,37 yang artinya
mendapat nilai C. Namun demikian, Provinsi Kepulauan Riau masih relatif
lebih baik dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPBSs)
dibandingkan provinsi lain di Indonesia, dimana nilai rata-rata nasional

adalah 1,89 atau D.

Tabel 1.1. Poin Capaian SDGs Provinsi Kepulauan Riau

Target Indikator Skor Klas Kategori
1.2 Penduduk miskin 4 A
Angka kematian di bawah 5
3.2 4 A
tahun
4.1 Lama sekolah 4 A
4.3 Partisipasi perguruan tinggi 4 A

Mencapai atau

Jumlah melek huruf usia 15-

4.6 4 A hampir
24 tahun
i i mencapai
5.3 Tingkat kesuburan wanita 4 A
target SDG’s
6.1 Air minum layak. 4 A
6.2 Sanitasi layak. 4 A
7.1 Rasio elektrifikasi 4 A
8.1 PDRB per kapita 4 A
8.6 Masyarakat berusia muda 4 A




yang tidak bekerja, tidak
sekolah, dan tidak ikut

pelatihan.

Masyarakat usia 5-14 tahun

8.7 yang termasuk dalam kategori A
pekerja annak.
Kondisi jalan dengan kualitas
9.1 ) A
baik dan sedang.
Akses internet di rumah
9.c A
tangga
Area keanekaragaman hayati
145 . _ A
laut yang dilindungi
Anak < 5 tahun yang telah
16.9 _ i A
mempunyai akte kelahiran
3.2 Angka Kematian Neonatal B
1.1 Masyarakat miskin B
2.2 Balita kurus dan sangat kurus B
3.4 Angka harapan hidup B Mendekati
Rumah tangga dengan target SDG’s
11.1 ry ) B
jaringan air ledeng
Luas area hutan terhadap luas
15.1 B
daratan
Balita badan pendek dan
2.2 = Seperempat
sangat pendek ) _
_ jalan menuju
10.1 Rasio Gini C
target SDG’s
10.1 Rasio Palma C
Rumahyang memenuhi
o Ssetengah
11.1 | spesifikasi Rumah Sederhana D ) _
jalan menuju
Sehat
__ target SDG’s
2.3 Produktivitas tanaman pangan D




Jumlah kematian karena

3.6 _ 1
kecelakaan lalu lintas
3 Penduduk dengan kebiasaan .
a
merokok setiap hari
artisipasi tenaga kerja
55 p . p g J 1
Wanita (%)
Pengeluaran Kelompok
10.1 1
Penduduk 40 persen terbawah
Area konservasi yang
15.1 . _ 1
dilindungi
16.1 Kasus pembunuhan 1
Jumlah perempuan dalam
55 0
parlemen
8.5 Tingkat pengangguran 0
11.6 Rata-rata Partikulat 0
Rumah dengan perilaku
12.5 ; 0 Masih cuku
memilah sampah P
13 Emisi karbon dioksida 0 Jauh dari
Lahan kritis terhadap luas targBR s
15.1 _ 0
wilayah
16 Crime Rate 0
16.3 Jumlah tahanan 0
Jumlah 2.37

Sumber: Menyongsong SDG’s kesiapan Daerah-daerah di Indonesia / Armida

Alisjahbana, et all ; , --Cet 2 — Bandung; Unpad Press; 2018

Dari data tersebut dapat kita lihat bahwa salah satu target dari Tujuan 14

SDG’s di Provinsi Kepulauan Riau memperoleh skor 4 atau nilai A. Hal




tersebut menandakan bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sudah
menjalankan program Pembangunan Berkelanjutan ini dengan cukup baik.

Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki wilayah laut seluas 24.121.530 ha
dan daratan seluas 1.059.511 ha tentu mempunyai potensi pengembangan
sektor perikanan tangkap dan peikanan budidaya (akuakultut) yang bias
dibilang sangat besar, terutama pada budidaya perairan. Provinsi Kepulauan
Riau diperkirakan memiliki area lautan sekitar 455.779,9 ha yang berpotensi
untuk pengembangan marikultur, yang terdiri dari 54.692,1 ha untuk budidaya
laut pesisir (coastal marine culture) dan 401.107,9 ha untuk budidaya laut
lepas pantai (offshore marine culture) yang tersebar di hampir setiap
kabupaten dan kota.

Potensi aktifitas perikanan tangkap di Kepulauan Riau sebagian besar
terletak di kawasan pengelolaan perikanan Laut Natuna Utara dan Natuna

dengan batas Zona Ekonomi Ekslusif atau ZEE Indonesia.

Table 1.2. Potensi sumber daya kelautan dan perikanan Kepulauan Riau

Peluang
Jenis Sumber Estimasi Potensi | Estimasi Tingkat
Pemanfaatan
Daya Ikan sDI Pemanfaatan
Produksi
(ton/tabun) (ton) (ton)
Ikan Pelagis 550 828 84.060 457,768
Ikan Demersal 272,594 75,435 197,159
Tkan Karang 17,562 3,568 3,004
total 804 084 173,083 676,921

Sumber: Hasil Kaqjian Identifikasi Potensi Sumberdaya Kelautan dan
Perikanan Prov. Kepri




Table 1.3. Potensi perikanan budidaya Kepulauan Riau

Panjang
Luas Budidaya di Laut Budidaya di
Kabupaten/Kota Garis
Daratan (ha) Darat (ha)
Pantai
Laut Adr Aidr
(km) pesisir
lepas Pavau | Tawar
Batam 211.772 172 10.710 | 50..422 2E8 150
Bintan 194 613 435 6.684 37517 250 31350
Karimun 287.320 842 10.211 47.232 180 a5
MNatuna 205845 480 6.021 20393 507 22
Anambas 39014 132 1.993 19.005 0 50
Lingga 23290 473 19054 | 226538 828 83
Tanjungpinang 77.027 33 Q 1] 0 60
Jumlah 1.059.511 2.368 54.672 | 401.108 | 2063 819
Luas Laut 24.121.430 455.780

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riqu, 2020

Tujuan dan capaian 14 dari SDG’s adalah untuk melestarikan dan

mengelola keseluruhan sumber

daya kelautan dan samudera untuk

pembangunan yang berkelanjutan, telah diterapkan 10 target yang diukur

melalui 15 indikator. Capaian-capaian tersebut meliputi pengaturan dan panen

serta penangkapan ikan dalam batasan biologis yang aman dan pemberantasan

IUU fishing. usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai

target tersebut dijabarkan melaui strategi, arah kebijakan, program dan

kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi non-

pemerintah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.




Adapun langkah dan kegiatan yang dilakukan untuk melestarikan dan
memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera
untuk pembangunan berkelanjutann ini adalah dengan melalui:

1. Melakukan percepatan pengembangan perikanan tangkap, budidaya,
dan pengolahan hasil perikanan melalui pengembangan sarana dan
prasarana perikanan tangkap skala kecil, peningkatan sarana dan
prasarana budiadaya laut, payau, air tawar, pembenihan, dan
mengembangkan sarana prasarana pengolahan, konservasi wilayah,
dan pulau-pulau kecil, serta pengawasan sumberdaya kelautan dan
perikanan.

2. Mengembangkan potensi ekonomi masyarakat dengan meningkatkan
keterampilan, pendampingan, dan memfasilitasi akses modal usaha,
serta pengembangan BUMDesa.

3. Merombak agenda perlindungan sosial, meningkatkan akses bagi
pelayanan dasar, pemberdayaan kelompok masyarakat miskin, serta
membentuk pembangunan yang bersifat inklusif.

Untuk mewujudkan usaha-usaha di atas, maka dibentuklah arah kebijakan
pemerintah daerah unttuk mencapai target melestarikan dan mengelola secara
berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan
berkelanjutan adalah:

1. Melakukan pengembangan kemaritiman dengan fokus pada
peningkatan produksi perikanan tangkap, produksi perikanan

budidaya, dan hasil olahan perikanan



2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan penanggulangan  kemiskinan,
peningkatan keberdayaan ekonomi dan kelembagaan masyarakat
pedesaan, dan penanganan terhadap masalah kesejahteraan social

masyarakat.

Berdasarkan arah kebijakan yang sejalan dengan pencapaian indicator
SDG’s, maka kegiatan yang akan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
laksanakan oleh Dinas Kelautan dan perikanan antara lain:

1. Mengadapakan agenda Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan
Tangkap yang terdiri dari lima Kkegiatan, seperti melakukan
pembinaan terhadap Pelaku Usaha Perikanan Tangkap, melakukan
pengembangan alat tangkap lkan dan Alat Bantu tangkap lkan,
melakukan Pengembangan Kapal Perikanan, melakukan Pengelolaan
Usaha Perikanan Tangkap Skala Kecil, serta melakukan
Pengembangan Sarana dan Prasarana di kawasan Pelabuhan
Perikanan.

2. Melakukan pengawasan terhadap sumber daya kelautan dan
Perikanan yang terdiri dari dua kegiatan yakni mengawasi dan
menertibkan sumber daya kelautan serta Penyelesaian Tindak Pidana
terkait Kelautan dan Perikanan.

3. Mengembangkan dan mengelola Perikanan Tangkap yang terdiri dari

satu kegiatan yaitu membina Pelaku Usaha Perikanan Tangkap.
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Tabel 1.4. Target Capaian SDGs Indikator 14: ekosistem laut

Target Indikator Keterang
No Nama an
14.1 Berhasil mencegah 14.1.1 | Indeks eutrofikasi pesisir Indikator
dan mengurangi segala (ICEP) dan kepadatan global
bentuk pencemaran laut sampah plastik terapung yang akan
pada tahun 2025 dikemban
gkan.
14.2 Mengelola dan 14.2.1 | Zona Ekonomi Eksklusif Indikator
melindungi lingkungan nasional dikelola global
laut secara berkelanjutan menggunakan pendekatan yang
pada tahun 2020 berbasis ekosistem. memiliki
proksi dan
akan
dikemban
gkan.
14.2.1 | Adanya kerangka kebijakan, | Indikator
@) dan instrumen terkait nasional
pengelolaan ruang laut sebagai
nasional. proksi
indikator
global.
14.2.1 | Terkelolanya 11 wilayah Indikator
(b) pengelolaan perikanan nasional
(WPP) secara berkelanjutan. | sebagai
proksi
indikator
global
14.3 Meminimalisir dan 14.3.1 | Rata-rata keasaman laut Indikator
mengatasi dampak (pH) yang diukur pada global
pengasaman air laut jaringan stasiun sampling yang akan
yang disetujui dan memadai. | dikemban
gkan
14.4 Mengatur panendan | 14.4.1 | Proporsi tangkapan jenis ndicator
menghentikan overfishing, ikan yang berada dalam nasional
illegal fishing, destructive batasan biologis yang aman. | relevan
fishing, serta dengan
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melaksanakan rencana

indicator

pengelolaan berbasis ilmu global

pengetahuan

14.5 Melestarikan 10 14.5.1 | Jumlah luas kawasan Indicator

persen wilayah pesisir dan konservasi perairan. nasional

laut relevan
dengan
indicator
global

14.6 Melarang segala 14.6.1 | Bertujuan untuk memerangi | Memiliki

bentuk subsidi perikanan penangkapan ikan yang proksi dan

yang berkontribusi ilegal, tidak dilaporkan dan | akan

terhadap kelebihan tidak diatur (IUU Fishing). | dikemban

kapasitas dan overfishing, gkan

illegal fishing, subsidi

yang tidak dilaporkan serta

tidak diatur dan menahan

IG5l DR 14.6.1 | Persentase kepatuhan pelaku | Proksi

@) usaha. indicator

dunia

14.7. Tahun 2030, 14.7.1 | Perikanan berkelanjutan Tidak

meningkatkan manfaat sebagai presentase dari PDB | relevan

ekonomi bagi negara pada negara -negara untuk

berkembang kepulauan berkembang kepulauan Indonesia

kecil dan negara kurang kecil, negara-negara kurang

berkembang dari berkembang dan semua

pemanfaatan berkelanjutan negara.

sumber daya laut

14.a. Meningkatkan 14.a.1 | Proporsi dari total anggaran | Indikator

pengetahuan, penelitian yang dialokasikan | global

mengembangkan kapasitas untuk penelitian di bidang yang akan
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penelitian dan alih teknologi kelautan. dikemban
teknologi kelautan gkan.
14.b. Menyediakan akses | 14.b.1 | Adanya kerangka hukum/ Indikator
kepada nelayan skala kecil yang mengakui dan nasional
(small-scale artisanal melindungi hak akses untuk | yang
fishers) terhadap sumber perikanan skala kecil. sesuai
daya laut dan pasar. dengan
indikator
global
14.b.1 | Jumlah provinsi dengan Indikator
@) peningkatan akses nasional
pendanaan usaha nelayan. sebagai
tambahan
indikator
global.
14.b.1 | Jumlah nelayan yang Indikator
(b) terlindungi. nasional
sebagai
tambahan
indikator
global.
14.c. melestarikan dan 14.c.1 | Adanya kerangka kebijakan | Indikator
memanfaatkan secara dan instrumen terkait nasional
berkelanjutan lautan dan pelaksanaan UNCLOS (the | sesuai
sumber dayanya dengan United Nations Convention | dengan
menerapkan hukum on the Law of the Sea). indikator
internasional global.

Sumber: (Ringkasan Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

(TPB)/Sustainable

Development

Goals

(SDGs)

Indonesia/Kementerian

Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS; 2017)

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana upaya pemanfaatan sumber daya laut oleh Pemerintah Daerah

Provinsi

Development Goals (SDG’s)?
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1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seperti apa
pelaksanaan dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dalam memanfaatkan potensi laut

untuk mencapai Tujuan 14 Sustainable Development Goals (SDG’s).

1.4 Manfaat Penelitian
1.4.1 Manfaat Teoritis
a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan
menambah wawasan referensi bagi penulis dan juga sebagai bahan
kajian dan penelitian Kkhususnya untuk upaya pelestarian

lingkungan dan ekosistem laut di Pulau Bintan dan sekitarnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti
Dengan penelitian ini, diharapkan dapat mengembangkan
kemampuan dan pengetahuan peneliti khususnya tentang
bagaimana penerapan aturan dan kebijakan internasional dalam
skala lokal atau daerah, serta mampu melihat bagaimana proses
kebijakan tersebut berjalan.

b. Bagi Masyarakat.
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan

meningkatkan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya
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menjaga dan melestarikan ekosistem laut dan sumber daya
kelautan.

. Bagi Peneliti Lain

Diharapkan dapat dijadikan referensi tambahan bagi penelitian

lanjutan dan penelitian lainnya.
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